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PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalsisis status hukum poligami tanpa izin
dalam hukum positif Indonesia dan hukum islam, serta kesesuaian hukum islam
dengan pertimbangan hakim yang telah memutuskan mengabulkan permohonan
pembatalan perkawinnan karena poligami tanpa izin dalam putusan Nomor
0778/Pdt.G/2015/PA/Skh. Hasil penelitian ini mengenai poligami tanpa izin istri
pertama yang dilakukan oleh Termohon | yaitu sebagai suami yang melakukan
perkawinan tanpa izin Pemohon, dengan memalsukan status sebagai duda cerai
mati agar dapat melakukan perkawinan dengan istri barunya (Termohon II) di
depan Kantor Urusan Agama. Adapun mengenai bagaimana pertimbangan hakim
dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan ialah pelaksanaan
perkawinan antara Termohon | dengan Termohon Il tidak mendapatkan izin dari
istri pertama. perkawinan tersebut juga tidak disertai izin dari Pengadilan Agama,
serta adanya pemalsuan identitas mengenai keadaan pemohon yang telah
meninggal dunia. Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan bahwa poligami
sebenarnya boleh dilakukan ketika telah mendapatkan izin dari hakim Pengadilan
Agama. Dalam syariat Islam tidak ada nash yang mengatur poligami harus izin
istri, dan poligami pada dasarnya mubah. Pada proses pembatalan perkawinan bila
didapati salah satu syarat atau rukun sahnya pernikahan tidak dipenuhi maka dapat
batal demi hukum/dibatalkan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara
Nomor 0778/Pdt.G/2015.PA/Skh tentang pembatalan perkawinan sudah sesuai
dengan hukum islam, yaitu dimana ada salah satu syarat perkawinan yang tidak
terpenuhi.

Kata kunci : poligami tanpa izin dan pertimbangan hakim.

Abstract
This Study aims to analyze the legal status of polygamy without permission in
Indonesian positive law and Islam law, as well as the suitability of Islamic law
with the consideration of judges who have decided to grant a marriage
cancellation request in the decision Number 0778/PDT/G.2015/PA/Skh. Based on
the analysis, the authors conclude that polygamy can actually be done when it has
obtained permission from a religious court judge. In Islamic Sharia there is no law
that regulates polygamy and must have permission from the wife , and polygamy
is basically permissible, in the process of canceling a marriage if found one the
harmony is not met, then it can be null and void. Jude’s consideration in deciding
case number 0778/Pdt.G/2015/PA/Skh regarding cancellation marriage in
accordance with Islamic law, namely where there is one of the conditions of
marriage that is not fulfilled. The results of research on polygamy without the
permission of the first wife conducted by the Respondent | namely as a husband
who married without the permission of the applicant by falsifying his status as a
divorced widower in order to get married in with his new wife (Respondent 2) in
front of the Religious Affairs office. As for how the judge’s consideration in



granting the request to cancel the marriage is the implementation of the
(respondent 1) and the (respondent Il) not getting permission from the first wife,
the marriage also not accompanied by permission from the religious court, and
there was a falsification of identity regarding the condition of the applicant who
hadi died. The author is aware of the limitations of the author’s ability to complete
writing this law. But the authors hope that what the authors provide in writing this
law can be useful for themselves and all readers.

Keywords: poligamy without permission and judge deliberatio

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-undang perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, Sedangkan
menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan dijelaskan pada asasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Namun selanjutnya di pasal 3 ayat 2 dijelaskan Pengadilan, dapat memberi izin
kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh
pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa poligami boleh
dilakukan apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk
berpoligami.

Meskipun poligami diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat-syarat
berpoligami, dalam prakteknya poligami sering disalahgunakan. Penyalahgunaan
praktek berpoligami tersebut seperti poligami secara sembunyi-sembunyi atau
tanpa ada persetujuan dari istri pertama. Hal ini akan menimbulkan masalah yang
serius. Pelanggaran tersebut berupa ketentuan poligami yang mengharuskan izin
dari istri pertama melalui pengadilan agama.

Apabila dalam melakukan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat
sahnya perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan
telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab IV pada



pasal 22 sampai dengan pasal 28, dan diatur lebih lanjut peraturan pelaksanaanya
dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Bab VI pasal 37 dan 38, serta diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam Bab XI Pasal 70 sampai dengan pasal 76. Pasal-pasal
tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya
syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkwanian terlanjur terlaksana maka
perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan. Pasal
28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
menyebutkan batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan
mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan perkawinan hanya dapat
dilakukan di sidang pengadilan. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menyebutkan batalnya perkawinan dimulai setelah
kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada pembatalan perkawinan kedua pelaku perkawinan tidak mempunyai
hak opsi dan memang fasid itu hanya mempunyai satu pilihan. Jika memang
terdapat kekurangan pada prisnip atau yang berkenaan dengan syarat dan rukun
perkawinan ketika akad dilangsungkan maka perkawinan  tersebut harus
dibatalkan (Hakim, 2000).

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana status
hukum poligami tanpa izin menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam?
(2) Bagaimana kesesuaian hukum islam dengan pertimbangan hakim dalam
memutus perkara pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin sesuai
dengan putusan Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh ?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana proses
penyelesaian pembatalan perkawinan jika tanpa adanya izin untuk berpoligami (2)
Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam
memutus perkara pembatalan perkawinan tanpa izin.

Manfaat penelitian adalah  Secara Akademis diharapkan (1) Dapat
memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan
memperkaya pengetahuan, serta menjadi rujukan dan informasi ilmiah guna

melakukan pendalaman dan penelitian lebih lanjut mengenai pembatalan



perkawinan tanpa izin. Secara Praktis diharapkan (2) Dapat memberikan edukasi
pemahaman terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi terkait
pembatalan perkawinan, dan diharapkan mampu membantu masyarakat untuk
menyelesaikan permasalahan hukum serta kepastian hukum bagi yang

membutuhkan.

2. METODE
Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud
menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang
diteliti. Penelitian ini membutuhkan satu jenis data yang terdiri dari tiga bahan
hukum, yaitu : (a) Bahan Hukum Primer. (b) Bahan Hukum Sekunder . (c) Bahan
Hukum Tersier.

Metode analisis data yang diperolen dari hasil penelitian kemudian
dianalisis menggunakan metode deduktif analisis dengan pendekatan kualitatif.
Peneliti akan mengambil kesimpulan dari hal bersifat umum menjadi khusus
kemudian menjadi objek kajian (Ali, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Status Hukum Poligami Tanpa Izin Menurut Hukum Positif Indonesia
dan Hukum Islam
Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut berarti segala hal
yang berkaitan dengan perkawinan haruslah didasarkan pada Undang-undang
tersebut dan apabila melanggarnya tentu saja akan menimbulkan akibat hukum.
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan
Peraturam pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “poligami”
yang sangat terkenal dalam masyarakat. Memiliki Istri lebih dari satu orang bisa
dibenarkan asalkan memenuhi alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan lebih dari satu orang dapat
dilksanakan apabila mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.



Undang-undang Nomr 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa Pengadilan
Agama hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri
lebih dari seseorang, namun dalam melaksanakan poligami tersebut tentunya ada
batasan-batasan, yaitu seorang suami hanya boleh menikah maksimal empat kali
dan harus melakukan izin di depan Pengadilan Agama. Kemudian Pengadilan
Agama berpoligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, segala hal yang berkaitan dengan perkawinan juga diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam, seorang suami
diperbolenkan melakukan poligami namun jumlah maksimalnya hanya sampai
empat orang. Dan jika suami ingin berpoligami hendaknya dia memastikan
mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jika tidak
sanggup maka sebaiknya tidak melakukan poligami. Pasal 58 ayat 1 Kompilasi
Hukum Islam mengharuskan seseorang yang ingin berpoligami hendaknya
melakukan izin terlebi dahulu kepada istri terdahulu.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa meurut hukum positif
Indonesia, status hukum poligami tanpa izin istri ialah dianggap tidak sah sesuai
dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 ayat 1
Kompilasi Hukum Islam. Sehingga status hukumnya tidak berkekuatan hukum
dan perkawinannya dapat dibatalkan/batal demi hukum, dan dianggap tidak
pernah ada. Hal tersebut berdasarkan dengan apa yang telah diatur dalam Hukum
Positif di Inndonesia.

Sedangkan Menurut Hukum Islam, praktek berpoligami memang ada,
akan tetapi hal tersebut tidak dianjurkan. kebolehan melakukan praktek poligami
karena untuk membatasi jumlah kepemilikan wanita, hal ini agar laki-laki tidak
serakah dan melampaui batas. Selain itu poligami diperbolehkan untuk dijadikan
sebuah solusi pada kasus-kasus yang mendesak dan kondisional.

Rasyid Ridha menjelaskan, sebagaimana yang telah dikutip Masyfuk
Zuhdi, yaitu Islam menilai poligami lebih banyak membawa resiko tau mudharat

dari pada manfaatnya, karena manusia memiliki sifat iri atau cemburu dan suka



mengeluh. Watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar yang tinggi ketika

dalam berkeluarga terjadi praktek poligami (Zuhdi, 1988)

Musthafa As Sibay menjelaskan maksud dari surat An-Nisa ayat 3 dan

Ayat 129 sebagai berikut:

a. Poligami boleh dilaksanakan sampai empat isteri. Walaupun kata fankihuu
(menikahlah kamu) berbentuk perintah, namun maksud perintah boleh, dan
bukan bermaksud wajib. Demikianlah pendapat mayoritas ulama, dan kami
belum menemukan adanya ulama berpendapat lain.

b. Poligami dilaksanakan dengan syarat berlaku adil di antara isteri-isteri. Jika
khawatir akan tidak berlaku adil, maka hanya boleh menikah seorang saja.
Dan jika dia berpoligami juga, maka akad nikahnya itu sah, tetapi ia berdosa
dalam perbuatannya yang tidak adil itu. Para ulaam sependapat bahwa yang
dimaksud adil di sini adalah adil dalam segi materi seperti, tempat tinggal,
pakaian, makanan, minuman, waktu bermalam dan segala apa yang
berhubungan dengan pergaulan suami isteri, yang mungkin diterapkan
keadilan padanya. Hal ini dipahami dari kata “yang bermaksud jangan sampai
mempunyai keluarga banyak yang menjadi tanggungan kamu.

c. Ayat yang menjelaskan berlaku adil dalam masalah cinta di antara wanita-
wanita itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Suami hanya diperintahkan
agar jangan terlalu condong kepada salah satu isterinya.

Selain apa yang telah dijelaskan di atas, pada dasarnya laki-laki
hendaklah mencukupkan diri dengan memiliki seorang istri saja, demi menjaga
ketenangan kehidupan dalam berkeluarga, dan lebih mudah memelihara dan
mendidik anak-anak yang dilahirkan dar perkawinan tersebut. Akan tetapi
dalam kondisi darurat seperti istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri memiliki cacat badan atau
penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sedangkan suami masih mencintai
istrinya dan tidak ingin menceraikannya. Dalam keadaan darurat tersebut, jalan
keluar yang mungkin sedikit mudharatnya ialah sang suami menikah lagi dengan
wanita lain, walaupun tetap saja tidak terlepas dari berbagai keberatan (Bagir,
2016).



Dari penjelasan di atas dapat dismpulkan bahwa status hukum poligami
tanpa izin istri menurut Hukum Islam ialah sah, namun pernikahannya hanya
dapat dilakukan sacara siri. Dengan catatan Perkawinan yang akan dilakukan
memenuhi syarat perkawinan dalam Islam dan lebih baik dilakukan dalam
keadaan darurat saja.

Terkait praktek seorang suami (Termohon I) yang berpoligami tanpa izin
istri pertamanya di Kampung Mranggen RT.01 RW 03 Kelurahan Joho,
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Perkawinan tersebut tidak sah
secara hukum karena tanpa sepengetahuan istri dan tidak mendapatkan izin dari
istri pertamanya, selain itu suami memalsukan identitas dengan status duda cerai
mati. Hal tersebut tentu saja telah melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dilakukannya
perkawinan tersebut juga tidak dalam keadaan darurat sebagaimana yang
dijelaskan dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tauhn 1974
tentang perkawinan yaitu poligami seharusnya dilakukan dalam keadaan darurat
saja.

3.2 Kesesuaian Hukum Islam dengan Pertimbangan Hakim dalam Memutus
Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa lzin Sesuai
dengan Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh

Dalam memutuskan sebuah perkara hakim harus mempunyai landasan, hal

tersebut bertujuan agar putusan seorang hakim dapat dipertanggungjawabkan

kepada pihak terkait. Dalam memutus suatu perkara hakim memperhatikan duduk
perkara, keterangan saksi, dan bukti-bukti yang dimunculkan dalam persidangan
untuk bahan pertimbangan hakim. Pembuktian bertujuan agar memperolrh
kepastian bahwa suatu kasus tersebut benar-benar terjadi, mampu dibuktikan
kebenarannya. Sehingga Nampak adanya hubungan hukum dengan para pihak

terkait (Arto, 2004).

Syatibi menjelaskan bahwa tujuan syariah adalah untuk kemaslahatan
manusia. Tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Beliau
juga menjelaskan seorang fagih harus mengetahui tujuan Allah dalam syariat, agar

tidak terjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan darurat manusia. Kemudian, Syatibi



menjelaskan ada lima prinsip umum dalam magashid yaitu: melindungi agama,
melindungi jiwa, melindungi pikiran, melindungi harta.

Dalam prakteknya berpoligami diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan. Tujuan poligami sendiri sebenarnya dalam Islam
lalah untuk melindungi janda-janda miskin dan anak yatim piatu untuk hidup
lebih baik. Islam memperbolehkan laki-laki berpoligami sebagai alternative
penyaluran kebutuhan seks atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan
batinnya agar tidak jatuh ke lembah perzinaan maupun hal-hal yang dilarang
agama. Poligami juga boleh dilakukakn dengan syarat mampu berlaku adil
(Tihami, 2009).

Kasus pembatalan perkawinan dalm putusn Nomor
0778/Pdt.G/2015/PA.Skh dikabulkan oleh Hakim karena alasan-alasannya
terpenuhi yaitu, Termohon | telah melakukan poligami tanpa izin Pengadilan
Agama dan Istri, selain itu, Termohon I telah melanggar syarat administratif yaitu
berupa pemalsuan identitas karena pemohon mengaku sebagai duda cerai mati
serta menyangkut legalitas hukum perkawinan berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor KMA/032/SK/IVV/2006 tanggal 4 April 2006.

Dari hasil penelitian Pertimbangan Hakim terhadap pembatalan perkawinan
dalam putusan Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh adalah berdasarkan Pasal 71

13

huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Perkawinan dapat dibatalkan
apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, Pasal
71 (b) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang
berbunyi “ suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila pada waktu berlangsungnya
perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.
Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan dari tinjauan Hukum Islam
keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo
terhadap perkara putusan Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh memiliki kesesuaian
dengan konteks kaidah hukum Islam yaitu dengan mempertimbangkan maslahat
dan mudharatnya. apabila permohonan pembatalan perkawinan tersebut ditolak
maka akan menimbulkan kemudharatan yang besar dan menjadi contoh yang

buruk bagi orang yang akan melakukan poligami. Dan apabila pembatalan



perkawinan tersebut tidak dikabulkan maka akan merugikan pihak pemohon dan
anaknya yang dalam hal ini tidak bersalah. Hal tersebut sesuai dengan kaidah
hukum islam yang menjelaskan sebaiknya keputusan diambil untuk keadilan dan

memprtimbangkan yang paling sedikit mudharatnya

4, PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

Pada bagian akhir penyusunan skiripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan

terkait perkara “Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa lIzin”. Studi

Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh. Penulis berharap kesimpulan dan saran

ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum serta masyarakat.

a. Perkara pembatalan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dasar dari batalnya
perkawinan ini ialah Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, adalah Pasal
71 (b) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan
Pasal 71 huruf e INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam.

b. Dalam memberikan putusan pada perkara ini hakim mendengar kesaksian dari
para saksi dan juga bukti-bukti yang sudah diajukan. Selain itu karena
perkawinan ini tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, maka hakim memberikan putusan terhadap perkara ini
dan mengabulkan permohonan pemohon

4.2 Saran

a. Terhadap para suami yang hendak melakukan poligami seharusnya melalui
prosedur yang benar dan meminta izin kepada istri atau keluarga agar tidak
terjadi permasalahan di kemudian hari.

b. Sebelum menikah sebaiknya melakukan pengecekan identitas terhadap
pasangan, hal ini untuk memastikan pasangan bukan suami atau istri orang
lain.

c. Sebaiknya Pejabat yang berwenang lebih teliti agar tidak terjadi kasus

pemalsuan identitas pada perkawinan.
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